BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Nommor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1930 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Djawa Barat ( Berita Negara Tahun
1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1930
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nemor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
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Cara Perpajakan menjadi Undang - Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400}

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ({(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495};
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Rebublik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Xeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Pplitik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daergh
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomoer 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5333) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan  Pemerintah  Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesai Nomor 6321};

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahumn 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Rrepublik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksangan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negaras Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberiant Hibah dan Bantuan Sosial
yvang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indeonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tabun
2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun
2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 63);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten
Kuningan pada PT. Bank Jabar -~ Banten {Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008
Nomor 69);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nemor 5 Tabhun
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten
Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kuningan dan Perusahan Daerah Perkreditan
Kecamatan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten
Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kuningan dan Perusahan Daerah Perkreditan
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 2},

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten
Kuningan pada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 85); sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18
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Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah
Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Air
Minum  Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun
2010 tentang Penvertaan Modal Daerah  Pada
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kerta
Raharja Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010
Nomor 381}, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun
2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kerta
Raharja Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kumningan Tahun 2015
Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013
Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun
2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten
Kuningan pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Kuningan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nemor 4).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Menetapkan

dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasall

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat;:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas; dan
g Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtiar laporan keuangan
badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

A0 op

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a per 31 Desember Tahun 2020 sebagai
berikut:

a Pendapatan Rp2.776.498.023.041,00

b Belanja Rp2.795.800.00.3.283.00

Defisit Rp(19.301.978.242,00)
¢ Pembiayaan

Peneriman Rp54.604.199.504,00

Pengeluaran Rp3.000.000.000.00

Pembiyaan Rp51.604.199.504,00

Netto

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp 119.374.332.916,00 dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran pendapatan Rp2.895.872.357.957,00
getelah perubahan

b Realisasi Rp2.776.498.025.041,00
Selisih kurang Rpl 19.374.332.916,00



(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp152.215.554.178,00 dengan rincian sebagai berikut:

a Anggaran belanja setelah Rp2.948.015.557.461,00
perubahan

b Realisasi Rp2.795.800.003.283 00
Selisih kurang Rp152.215.554. 178,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah
Rp. (32.841.221.262,00)dengan rincian sebapgai berikut:

a Surplus setelah Rp(52.143.199.504,00)
perubahan

b Surplus realisasi Rp(19.301.978.242,00)
Selisih kurang Rp(32.84 1.221 .262,00})

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerirnaan pembiayaan
sejumlah Rp539.000.000,00dengan rincian sebagai berikut:

a Anggaran Penerimaan Rp55.143.199.504,00
pembiayaan setelah
perubahan

b Realisasi Rp54.604.199.504,00
Selisih kurang Rp339.000.000,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumiah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran Pengeluaran Rp3.000.000.000,00
pembiayaan setelah
perubahan

b Realisasi Rp3.000.000.000,00
Selisih kurang Rp0,00

{6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp539.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran pembiayaan Rp32.143.199.504,00
netto setelah perubahan

b Realisasi Rp51.604.199. 504,00
Selisih Kurang Rp539.000.000,00



Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember
Tahun 2020 sebagai berikut :

a Saldo anggaran lebih awal Rp54.604.199.504,00
tahun sebelumnya

b Penggunaan SAL sebagai

penerimaan pembiayaan
s ack@Uings Rp54.604.199.504,00
c Sisa lebih (kurangj Rp32.302.221.262,00
Pembiayaan Anggaran
(Silpa/SIKPA)
d Saldo anggaran lebih akhir Rp32.302.221 262,00
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a Jumlah Pendapatan L-O Rp2.485.747.112.181,27

b Jumlah Beban Rp2.321.051.063.161,37

¢ Surplus L-O Rpl164.696.049.019,90
Pasal6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai
berikut:

a Ekuitas awal Rp2.356.786.307.214,21

b  Surplus L-O Rpl164.696.049.019,90

¢ Dampak kumulatif Rp87.030.712.623,30
perubahankebijakan

d Ekuitas Rp2.608.513.068.857,41



Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a Jumlah Asset Rp2.649.173.155.270,54

b Jumiah Kewajiban Rp40.660.086.413,14

¢ Jumlah Ekuitas Dana Rp2.608.513.068.857,41
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruff per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a Saldo kas awal per 1 Rp54.604.199.504,00
Januan 2020

b Arus kas  bersih dari Rp358.480.430.138,00
aktivitas operasi

c Arus kas bersih dad Rp(380.782.408.380,00)
aktivitas investasi aset non
keuangan

d Arus kas  bersth dan Rp0,00
aktivitas pendanaan

e Arus kas  bersih dari Rp0,00
aktivitas transitoris

f Saldo kas akhir per 31 Rp32.302.221.262,00

Desember 2020

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1} hurufg tahun anggaran 2020 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a Lampiran I : laporan realisasi anggaran
Lampiran 1.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
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dan organisasi;
rincian

Lampiran 1.2 laporan  realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
permbiayaan;

Lampiran .3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusar: pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

b Lampiran I laporan perubahan saldo anggaran lebih;
¢ Lampiran II1 laporan operasional;
d Lampiran [V LPE,;
e Lampiran V neraca;
f Lampiran VI laporan arus kas;
g Lampiran VII catatan atas laporan keuangan;
h Lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang daerah;
i Lampiran IX dafrar rekapitulasi penyisihan piutang
tidak tertagih
j Lampiran X daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;
k Lampiran Xl daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;
1 Lampiran Xl daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daeraby;
m Lampiran daftar rekapitulasi aset tetap;
X
n Lampiran daftar rekapitulasi konstruksi dalam
XV pekerjaan;
o Lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya;
p Lampiran daftar dana cadangan daerah;
XVI
q Lampiran daftar kewajiban jangka pendek;
XVII
r Lampiran daftar kewajiban jangka panjang;
XVIII
5 Lampiran daftar kegiatan-kegiatan yang belum

XX diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan  kembali dalam tahun
anggaran berikutnya; dan

t  Lampiran XX ikhtisar laporan keuangan badan usaha
miiik daerah/perusahaan daerah
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran

pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap grang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalamn Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan,

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal:24 -9- 202

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal: Jy_.9. a,,,

SEKRETARIS DAERAH
- “KABUP _ATN KUNINGAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR ¥
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA
BARAT (¥ /#y/%e2s)

SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
PEJABAT PARAF | TANGGAL KET 1
e o A HASI BAG. HUKUK
soen = ef - #7 ‘?/s PARAF KDORDInA ]
WA BID % : PESABAT | FAZAF | TEL, KET.
SEMRETARIS !( \ : KASUB.2AZ,
KE PALA BADAN |7 UABAG.
ASISTEN
SEKRETARIS n i \
DAERAH /]
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PEMERINTAH MABUSATEN KUNINGAN
LAPORAN REALISAS| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE {ANIA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMEBER

2010

[T
Rekenl Ursisn Raslisagd ]

1 F] ﬂéll__.
1 PENDAFATAN - IRA
1.1, [PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -L == n:ﬁﬁ;':i_
(111, |PencdapatanPapk Daerah -LRA ! _J‘ﬂn'l.ll? 93712 7585
1.12. |Peda patan Rerrbusi Daeh-LRA 507358IL.E07, 5323 IPEESLA, 90,37 w‘}zs.ig?h ool
113, {PendapatanHash Pengeic aanKekaya ianDaecahyang | 6853805486,00]  @38121960 10| 100,00| 5689371180 00
114. |Landaln PAD Yang 5ah -LAA ) 1 183.376212218u| 1540256627 )| 8399 1516764263630
12, |PEINDAPATAN TRANSFER -LRA _ 1.428.365.190.64x55 | 2341.0845.053¢ ) 93| 2.313.967.882 9800
121, |Pendepatan Trawfer Pemerintsh Pusat-Dana  LEU4.335.694.200,0 | 1.650.118mm067 0 £739] 1. 740.991.070.659,0
1.2.1.0[Bagl Hashh Pajak-LRA _56.770893080, WR0507 810 1008 7% 31292 651.9%
1.2.1.0{Bag} Hasli Bukin Pajd/Sumber Oays Alam-RA | 52.821.356.329.04]  38.686836.474 @ 73 24 24177235 mﬁ
1,2,1.0] Daray 8 okasiimum (04 U J-LRA L136. 000 Se000 6|, 1.12 2096.015000,0] 98,78 | 1 243359246.000,()
1,21,04 Daran Alokas! Khusus {DA ) - LRA ) 853895, M 1719193265280 | 97,83] 112 808 072 4110
1210%ana Aokl Khusus Bantuan 323343,380,0 31 3895723.3550 | 9893 |  329352.868986.0
12.2. [Pendapatan Transfer Pen_serinksPusat-Lainnya -LRA| 350,969, ; _350.369.050.000,0 | 100,00] 32432000 000,0
|1.2.2.0{Dana Penvesuaan 35,0968 _350969050000,0 | 100,00, 329482 000.000.0
12.3. |Pendapatan 1r-nsf-r Pemerintah Dasrsh Laimnys - 1a28.765 382 120, asrﬂgmo | 124.287 626.343,0

s ptuan kw;_:&

_ 14 287 626.143.0

t | 233 .220.035.555.207,0 | 9391 |  119.207.186.178,
. 0{Bantuankeusngan dari Provins [ atay Pemerintah 134739083884 O #20,035.555207,0 | 5381| 113207186,1780
_|LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LRA il 137,167 .818.000 136.151.299.359 0 9926 |  705.467.878.355 00
Pe n d a pa tan H fb 3h - &R A 137 1 67 8 18 . 000. O 136 151299.3590 | 9926 132.491065034.0
B_ELA NIA 7 a 8 3 33 1 |0 3 1 B4Bi)]| 1341430.774.7810 9341 | 2198.502.752.623,0 |
LANJA OPERAS! | 202585833282 0] 1.909.824149.9850 3428 | 1948737838050 |
1, |Beiania ’egaw a { 1233 t]11388 715- 0| 1198 140805050, 0| 97.46] }.258910 4102710
1.2, pelarja Barang man jasy -~ - e  699.993.735873,0 6307977641950 | 5011  621372.086456.9
LA _J%@_B_unxa e - - 56 3.958.3700
1215 |Bekanjatibah e 53380500, _ 50 )895.164000 67 aq 55,51 £6758.411 134.0
1.1.6 |8danja Bantuan Sosial = _QZEI.?O_;_'E_N 291990.416.736,(00 76 17123 872 Dot
BELANIA MODAL d e e 413 B6H EI1.1 3715.703.766.805,0 [ 2150 |  251.909.012.385,1
glanjaMaodal Tanah 57H0.000.G00, i 1732939296 _§303] 216859 BRO,00
alanjaModalPerala@ndanMesin__ 187912.667.602,0 ]  17'3573B21550.0 | 9555 68505690.284,0
Besnja Modal Gecung dan B angwan 127.285.300.823,0 |  1)2473542.58Bp | B8.3 |  £84824032780 ¢
.2.4._Belanja hMadal alan, Irigasi dan Ja ringan 46 470%5.329,00 || 43926.659 308 52 63 63.10715,925,0 #
.2.5. Belania Modal Aset Telap Lainnya 4504373844400 3&587 msos B2l “-51&66‘?,0
22.6. Pangiadaan Aset ldinnys = 1409243455 ( 2556 4188319 397 00
23. B ELMIA. TAX TERDUGA $2.902857.991,00( 98,33  1.855.902.000 00
2.31. |Belanja Tak Ten JZQ'UZBSTB‘EI 9833 1.85 "+902000.00
3 TRAMSFER i 93 L111.
[3.1. [TRANSFER BAGI HASL PENDAPATAN . i 24839,0 _§9.97]  13380.547.395
131.1. |Transfer Bagi Hall Pafak Daerah i .276.73 5.342 'WEd 1, 0n 9970 ) 8.783799145 00
312, |Transfer Bagi Hasl Reteibusi — 5p32.53497400]  5.02773880 9991 4496748 250,00
32, |TRANSFER BANTUAN KEUANG AN | 440.280.714.100M 439.998.579.463,0 | 9904|  438430.552.045,0(
3.22 |Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 430267.547.100) | 438.985.4.12.463,0 | 93.94|  437876.738.5450
3.23. |Transfer Bantuan Keuangan Lai nnya 1.013167.00000] .013.167.000,00! 100,00 $53.815.100,00
TOTAL BELANJA DAN TRANSFI H.] 21.948.015.557.4620 | 2.795.R00.0N3.293.0 | S4.84] 2.650613.858.063,0
URPLUS/DEFISIT] {52.143.199.504,
4 PEMEIAYAAN 52.143.1949.504
4.3 [PENERIMAAN PEMBIAYAAN - 55.143.199.504.00
3.1 |Penggunian SLPA === | ReRREPO S04
4.1.3 Penerimasn Putang Dacrah R 539.000%R-,,00
414, Plnjaman Datam Megeri
42 |PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.D00 92,328.502.420
4.22. |Penyertzan Modaynvestas Pemeritah 3000.000000, 10000]  3500.000.000,00
423, |Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Caiam DL 30,235 54
427, |Negeri Pemnbayaran Utang ngka Panjang ©6.230.150.00000|
Lainnyz | It ety
PEMBIAYAAN NETTO ==— | 52183299504 1 887 _’W
SEA ARAN {SILP A} | 3. 1. K 4,
Fy
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET o
DAERAH Lo
FELLEAT FARAF TANGGAL REL \
FEEAG 9
EASLEED % /g
A - PARAF XOORDINASI BAG. HUXUM
sercerams | A PEJABAT | PARAF| TGk, |  KET.
KE P& LA Bit Cial n#‘ KESBR.AG. (y i
ASLTEN ] W &
SER RETARIS Vr KABAG. &
DAERAH
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Lampiran Wi P

KABUPATEN KUNINGAN

eranzan Daerah
Homor @ 4Tahwn 2020
Tanggal @ B Oklober 2020

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI{PNS & CPNS ) PER-GOL.ONGAN DAN PER-JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

ESELON NON ESELON
GOLOMGAN / RUANG | - m o FUNGSION AL FLINGSIONAL JUMLAH
TERTENTU UNMUM
1 2 3 4 5 T ] [:]

(e _Gnlungan e = = ¥ 2
Golongan IVd 1 % = 6 7
Golongen e | | 12 T 213
Golongsn ™Mb ] TS | T 2214 2282
Golongs Vi 2| = & @8 R LE

JUMLAH GOLONGAN [V n 152 &% 3352 2 3617
Gotongan llid Y 407 1.298 155 1894
Einlnngm i 1 28 f 1.138 355 " 1.719
Gokngan 6 | | 46 ~ 63| 595 " 4.504 |
Golongan Ilia — | 4 05 06 582

JUMLAH GOLONGAN It - 34 682 3572 141 5.600
Golongan lifd 86 359 445

r Golongan ik = == W :3_1 602
Golongan 1Hb =i n | s 178 | 5
Galengan Ba | 1 3| 58

JUMLAH GOLONGAN H . - . 286 1,005 1294
Golonganl/d 38 k]
‘Gongan 6 | — ""' D Tl

| - Golongan Iﬂs- _4 4

Golongan 18 = o =l = = z

JUMLAH GOLONGAN 1 5 i = 4 5
TOTAL 13 136 750 T.2%0 2.479
£ra
W BUPATIKUN
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DAFEAR

KABU FATEN KUNINGAN
HEKARINILASI PRUTANG [BAEAAH
TAHUN ANGHARAN 20I0

LAKPLRAN Vit

PARAF KOOHDIKASI BAG, HUKUM
PEJABAT [PARAY | TOL |  KET.

K4 8ifs BAG, % '
£
KABAG. __\fH

\

No * Uralan Rinclan Philang Tahiin 1..._..%.-[__“ Saldo Awal Plutang bahan Plitang Pangurangan Phitang Saldo Alhle Plutang
1 E 3 A ) i 7= A4b6
| [PIuTANG PAIAK | 14.564,187.061,00 5,367,080,919,00 84,317.475,248,00 15,633,793,562,00
1 |Pajak Hotel 2014 5fd 2020 88.121,350,00 3.004.281.995,00 2.890,877.548,00 200,525,757,00
|2 _|Pajak Rusicran 2014 v/d 2020 160.527.752,00/ 7,060,770.468,00 £6,697.344.212,00 523,950,008,00
3| Pajak Hituran 2014 8/d 2020 159,106.675,00| 851.632.486,00| 807.620.224,00 204,100.937,00
4 [Pajak Rekiame 2014 s/d 2020 264,256,378, 00 3,275.000.639,00) 4,245.671.968,00 313, 67%5,048,00
] _-bl_mr|v2!’-p_.. Julan 2020 2,099, 246.180,00 20.987,073.046,00 u_..mn?n_s_ouqm 1,680, 870.129,00
6 |Pajak Parkic 2014 sfd 2020 26.090,900,00 389, 277,270,00 uﬂ.mﬂ_uﬁ.ﬁ_‘ 3,0117.800,00
7 |Pajak Alr Tanah 2014 s/d 2020 13,225.734,00 1.066,110.843,00 1,069, 840,809,00 9.495.668,00
B _|Pajak Mineral Bukan Loge de ftus 2004 5/ 2020 953,919.960,00 4.617.466.000,00 4,609, 714,000,000 961 671,960,00
9 _|Pajak Bumi dan Bangunae 009 s/d 2020 10,779.686.932,00) 31 314,650, 11,00 30,396,864, 386,00 11.607.473,255,00 |
10 |Pajuk Sacary Burung WatsL - . 3 - -
11 [BeiTE 2020 12.851.727.501,00 12.851.727,501,00
H._|MUTANG RETRIBUSI 15.859.558.897,00 30,508, 804,678,00 37,839,449.501,00 8.608,914,074,00
1 |Retribusi Sewas Tanah 2011 5/ 2020 47,699, 723,00 223.045,416,00 212,501.312,00 38.243.827,00
F Retribvis| aliar Menara Te| #0320 - 153.144.000,00 . 153, 144.000,00
3 | Retribug| Pelayanan 2015 8/D 2020 15,831.856,174,00 0.112,615.262,00 37,626,948, 189,00 417 526,247 00
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH - 24.941.307.874,91 70,918,779.,150,00 | 82475 91 13.384,446,628,00
1| Piutang Derda Pajak 2013 §/D 2020 230.404,687,00 121,374.068,00 12,385 940,00 238.481,806,00
2| Piutang Denda Retribusi Daerah 134/0 2020 6,803 456,00 201.093,00 201,093,00 6.803.456,00
3| Plutang dari Pengembalian 2020 #2,941,500,00 107,005.795,00 46.921,895,00 133.627.800,00 |
A Plutang BLUD 2007 S/0 2020 24,421, 340,438 00 70,274 166. 714,00 H1.B80.439,455,00 12,614,967,697,00
5| Putang Petmanfastan Sumber Daya Alr 2020 106, 344.828,00 416.032.490,00 331,811.448,00 190,565, 870,00 |
8| Filitang TGR 2009 5/ 0 2020 94.480.565,91 = 0,480, 565,91 -
- |Plutang Transter Pemerintah Pusat - Dana Perimbanges 2016, 2019 dan 2020 1.856.100.667,00 Sd4ns5.595.635,00 38.016.103.545,00 24.077.692.157,00
| V._|Plutang Transtes Paimsvistsh Dasrah Lainnys Provinal 2020 5.031,512,849,00 4.211.773.810,00 5,031.512,849,00 4.211,773,670,00
V1. (Buglas Lancar Tamistan Ganti Ke rugan 2009 5/0 2020 44.480.565,91 35R.297.493,18 5.300,000,00 447,478,059,00
[Ptang Latwigs = 2013 $/D 2020 444,567,434,09 A ANLSES, 1 539.043.000,00
Iuvnlah 62.791.711,148,91 188,005.102. 141,09 | 27.685.681.539,91 66.903.141, 150,08

BuPaTI _.Ez_zn@.
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Lampiran IX PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :
KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor Jenis Piutang Tahun Pengakuan Piutang Saldo Piutang ggﬂﬁwﬂ:ﬂ Tidok z:&-”“"._u”“””ug
1 2 3 4 5 6
I Piutang Pajak 2020 15.633.793.562,00 9.186.333.691,76 6.447.459.870,24
. Piutang Retribusi 2020 8.608.914.074,00 4.178.468.801,86 4.430.445.272,15
[1[8 Piutang Lain-Lain PAD yang sah 2020 13.384.446.628,00 2.425,761.508,51 10,958.685.119,50
IV.  |Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 2020 24,077.692.157,00 3,382,495.775,00| 20.695.196.382,00
V. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Provinsi 2020 4.211.773.670,00 0,00 4.211.773.670,00
Vi. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian 2020 447.478.059,09 210.729.923,41 236.748.135,68
Vil Piutang Lainnya 2020 539.043.000,00 539.043.000,00
JUMLAH 66.903.141,150,09 19.922.832.700,53 46.980.308.449,56
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KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR REKAPITULASI DANA BE RGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran X

PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

Tahun Pengakuan Dang g Nilai Bersih Yang Dapat
Ural Saldo Dana Bergulir Penyisihan Dana Bergulir
to — Berguilr s ! s Direaiisasikan
1 2 3 4 5 624-6:
Mihil Nkl Nihil Nihil MNilit Nihil
JUMEAH
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LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :
KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Jumlah modal .._!..-_ Jumlah modal <-=n_ Jumlah modal Jumiah sisa modal
No Tahun Penyertaan Ba n__-_._z\“s:“_ ' Dasar Hulum ﬂ.ﬁ“__ﬂﬁﬂ-: Jumlah Penyertaan| telah disertakan | Penyertaan modal | telah disertakan Sisa modal yang Ham ._vﬂ_””-i-“ (Investasi) yang (investasi) yang
Modal Penyertaan Modal Daerah sampal dengan tahun ini sampal akhir tahun | belum disertakan diterima hemball | disertakan sampai
Pihak Ketiga daerah daerah tahun ini
awal tahun ini tahun Inl dengan tahun Ini
L ] 3 a 5 O 7 8 9a7vd 10569 i1 12 132812
1973 / 1974 BANK KUNINGAN  |Perda no.2 Tahun  |Investas| 50.000.000.000 19,382.446.303 - 19.382.446.303 30.617.553.697 2.201.751.616 19.382.446.303
2015 ttg perubahan
1 ke-dua Perda Na. 5
Thn 2008
2 2015 PT, LKM KUNINGAN |Perda Nomer 20 Investasi 3.000.000.000 2.774.684.241 - 2.774.684.241 225.315.75% (195.513.003) - 2,774.684.241
Tahuno 2015
1989 / 1990 PDAM TIRTA 2011 ttg perb, Investasi 73.051.456.067 65.476.616,832 3.000.000.000 68.476.616.832 4.574,839.235 3.527.028.269 68.476.616.832
4 KAMUNING Kedua atas perda
no.18 2008 ttg
2010 PDAL DARMA 2011 ttg perb. Investasi 20.035.000.000 5.500.000.000 - 5.500.000.000 14.535.000.000 24.776.464 - 5.500.000.000
5 PUTRA Kedua atas perda
KERTARAHARIA no. 18 2008 ttg
1981 / 1982 BANK JABAR Perda Nomor 4 Investasi 6.877.000.000 9.326.111.000 . 9.326.111.000 (2.449,111.000) 2.757,035.311 - 9.326.111.000
6 Tahun 2008
Jumiah 152.963,456.067 102.459.858.376 3.000.000.000 105.459,858.376 47.503.597.691 8.315.078.657 - 105.459.858.376
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LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL:
KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR REKAPITULASI REALISAS| PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
No Uraian Saldo Awal 2019 e Saldo Akhir 2020
Bertambah Berkurang
1 2 3 4 5 b=34+4-5
1 [Tanah 658.596.500.113,00 27.003.243.612,66 7.005.977.883,33 678.593.765.842,33
2 |Peralatan dan Mesin 491.659.698.607,11 249.440,993.923,82 25.830.498.357,61 715.270.194.173,32
3 |Gedung dan Bangunan 1.269.847.220.777,21 139.026.474.570,34 92.116.818.477,57 1.316.756.876.869,98
4 |alan, Irigasi, Jaringan 1.951.322.021.118,60 177.782.944.801,45 5.286.363.281,87 2.123.818.602.638,18
5 [Asettetap lainnya 69.943.679.804,90 39,643.863.675,68 35.147.299.140,10 74.440.244.340,48
6 |Kontruksi dalam pengerjaan 20,651.814.000,00 10.916.721.750,00 : 31.568.535.750,00
Jumlah Aset Tetap 4.462.020.934.420,82 643.814.242.333,95 165.386.957.140,48 4.940.448.219.614,29
7 |Akumulasi Penyusutan (2.321.868.029.058,06) (229.323.027.268,66) (29.208.399.517,59) (2.521.982.656.809,13)|
Jumlah 2.140.152.905.362,75 414.491.215.065,29 136.178.557.622,89 2.418.465.562.805,16 |
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KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

TAHUN ANGGARAN 2020

PERATURAN DAERAH
NOMOR ¢
IANGGAL:

Lampiran X

Konstruks! Dalam

Mo SKPD Tanal Peralatsn dan Mesin Gedung den Bangunan | Jaien, iffgast, dan iadngan Pant Tatap Leinnys Jumizh
Pargarjasn
1 2 [] 4 3 [l ] [ »
1 |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 76.438,341,400,00 263.190.216.929,00 778,453,015.699,23 481 885.000,00 565.116.424.708,19 1.289.679.886.736,42
7 [DINAS KESEHATAN 11.390.542.043,00 £3,528.915.190,00 171.719.562.286,67 30, 406.000 00 £23.000,00 196.670.042.519,67
3 |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH '45 14.478.896.000,00 110.182,714.843,00 15.147.631,067,00 5.584.001.000,00 1415,393.243.000,00
4 |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAIATI . 77.432.628.782,00 341,264,545, 850,00 L815.g¢g-121 ] 113.513.142.753,00
5 |DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 153.964.507.340,00 12,153.989.953,00 30.492.116.717,55 2,097 511.457.140,58 2,624,659,500,00 30.472.086.000,00 2.327.218.816.651,13
6 | DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 18,366,109,348,00 2.042,269.829,00 1.836.865,950,00 394, 745000, B84,154,000,00 25.924.148.127 00
7 [SATUAN POLISI PAMONG PRAIA (SATPOL PP) 3.623.092.706,00 4.254,022,200,00 388.020.500,00 8.265.135.006,00
B |DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINOUNGAN ANAK 185.200.000,00 1.198.534.100,00 3.069.959,000,00 25.157.000,00 4.478,850,100,00
9 |DINAS TENAGA KERIADAN TRANSMIGRAS| 47.500.000,00 4,002.370,953,00 7.652.463,139,00 98.169,000,00 11.800.503.092,00
10 |DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 6,316,492,901,00 6.806.202, 787,00 11.743.299.239,00 3.224,585.900,00 28.000.500,827,00
11 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 49.424.131.619,00 14.825.435,510,00 61.887.386.116,49 1.661.349.886,00 H19.005.000,00 134.617.389.131,49
12 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 5.941,005,649,00 3,261.513.450,00 2.700.000,00 9.205,309.009,00
13 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.809.641.736,00 1.6565.474.000,00 . 3.485,115.736,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN
14 MBERDAY, - RLINDUNGAN 9,112.782,494,00 9,762.841.363,00 500.000,00 18.876.123.857,00
15 | DINAS PERHUBUNGAN . 29.338.562.036,00 15.390,364.699,54 1,648.296,001,00 £.000.000,00 46.383,322,736,54
16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 183.876.000,00 5,004,390,942,00 2.169.747.100,00 . 7.358.014.042,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN

17 R 23.870.000,00 5.974.794.865,00 39.627,763,668,00 55.350.000,00 45.681.778,533,00
18 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU A.478.#15.860,00 6,060.449.250,00 641,406.000,00 . 11.180,671.110,00
19 | DINAS PEMUDA DLAHRAGA DAN PARIWISATA » 2.483.169.048,00 20.404.444.299,60 199,290.000,00 1.003.392.749,29 24.000.296.096,89
20 |DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 248,300.000,00 2.937.161.898,00 3.153.891.000,00 - B00.409.464,50 7.139.762.362,50
21 |DINAS PERIKANAN DAN PETERMAKAN 23.750.000,00 3.932.153.598,00 10.262.646,701,00 1.736.791.290,00 - 15.955,341,589,00
23 |INSPEKTORNAT KABUPATEN 21.426.666,00 2.270.731.097,00 1.918.842.000,00 - 33.408.000,00 4,244.407.763,00
24 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN PENGEMBANGAN 1.086.300.000,00 2.937.902.331,00 1.666.666.250,00 26.146,000,00 21.250.000,00 5.738.264.581,00
25 |BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.893.574,126,00 ACONE RS 211 A | 7.897.407.337,00
26 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.505,678.402,00 - - 4.505.678.402,00
27 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SM 2.622.122.868,00 £.220.390.750,00 46.,500.000,00 8.890.013.518,00
28 |SEKHETARIAT DAERAH 12.143,549,399,00 23.430.448.374,00 31.551.538.300,00 1.194,109.300,00 184.988.772,50 58.504,634,145,50

29 |SEKRETARIAT DPRD 9.792.009.305,00 4.690.645.100,00 . 1.136.195.500,00 15.618.849.905,00
30 |KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH &
31 |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH :
32 |BADAN PENANGGUIANGAN BENCANA DAERAH 4.415.294.592,00 1.528.718.750,00 o 5.944.013.341,60
33 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.426.715,246,00 956.725.000,00 99.650.000,00 2.483,090,246,00
30 |KECAMATAN CIAWIGEBANG 1.176,000.000,00 B35,822.996,00 2,683.406,000,00 - 4.695.228.996,00
35 |KECAMATAN CIBINGHIN . 767.162.534,00 1,255,458.500,00 2.022.621.034,00
36 |KECAMATAN CIDAHU 612.820.976,00 530.339,000,00 1.143.159.976,00
37 |KECAMATAN CIGANDAMEKAR 525.647.875,00 1,383,366.200,00 1,909.014,075,00
38 |KECAMATAN CILIMUS . 881.455,390,00 2.289.936,789,00 3.171.392.179,00
39 |KECAMATAN CIWARU 155,506.323,00 557.765.790,00 1.944,569.500,00 2.757.841.613,00




No SKPD Tanah Poralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan | Mlan, Irgasi, dan Jedngsn Asat Tetap Luihiiya xa_.__u._.:_.-.__ e Jumiah
40 |KECAMATAN DARMA £35.855 910,00 1.434.515.500,00 2.070.371.410,00
A1 |KECAMATAN GARAWANGI 871.077.33500 947,394.160,00 1.818.471.450,00
47 |KECAMATAN JALAKSANA 1.222.800.000,00 750,638,050,00 1.233.388.000,00 3.206.826.950,00
43 |KECAMATAN KADUGEDE . 585,722.450, 1.366.139.000,00 1,951,861.450,00
A |KECAMATAN KARANGKANCANA 569,116-292 1.160.237.293,00 1.729,353.583,00
45 |KECAMATAN KRAMATMULYA . uma.umq.duqnoo 1.463.410.000,00 2.204,267,950,00
A6 |KECAMATAN KUNINGAN 16,198, 565.592,00 3500155 00 18.504.856,481,00 1.358.022.000,00 21.518.868,00 39.502,118.149,00
A7 |KECAMATAN LEBAKWANGI - F12,083.476,00 414,554,000,00 - - 1.126.637.476,00
48 |KECAMATAN LURAGUNG ¥74,100.000,00 122.612.930,00 860.519.667,00 2.357,232.597,00
49 |KECAMATAN MALERER : 771.798.036,00 1.447.484.453,00 2.214,282.489,00
50 |KECAMATAN MANDIRANCAN . 650,932.950,00 1.537.306.500,00 - 2.188,239.450,00
51 |KECAMATAN PANCALANG 116.600.000,00 650,254.392,00 1.086.472.500,00 #09.307.000,00 1.942.633,892,00
52 |KECAMATAN SINDANGAGUNG . 568.078.300,00 1.647.227.393,00 - 2.215.305.693,00
53 |KECAMATAN CIBEURELIM 541,812.950,00 1.290.456.000,00 1.832,268.950,00
54  |KECAMATAN CIGUGLIA 3,495.253.490,00 1.804.980.440,00 5.187.497.685,00 11,487,791 615,00
55  |KECAMATAN CILEBAK - 629.408.878,00 3,218.185.000,00 3.847.597 878,00
56 |KECAMATAN CIMAHI 576,197.236,00 961.825.000,00 1.538.022.236,00
57 |KECAMATAN CINIRU 464.079.450,00 1.180.231,000,00 1.644,310.450,00
58 |KECAMATAN CIPICUNG 564.416.586,00 §79.194.500,00 1.443,611,086,00
59 |KECAMATAN HANTARA 591,166.450,00 1.099.383.000,00 1.600,549.450,00
G0 |KECAMATAN IAPARA A90.205.590,00 1.003.151.000,00 1.493.356.590,00
61 |KECAMATAN KALIMANGGIS A97.338.290,40 942.907 633,00 1.440,245.923,40
62 |KECAMATAN NUSAHERANG 451.885.450,00 £25.394.000,00 1.077.284.450,00
61 |KECAMATAN PASAWAHAN 524.601.098,00 1.399.705,793,00 2.024.306.891,00
6 |KECAMATAN SELAIAMBE - 588,524.437,50 1.226.094.773,00 1.814.619.210,50
65 |KECAMATAN SUBANG 23,007 200,00 593,025.584,00 2.290.972.323,00 - 2.917.005.107,00
66 |SkPKD M0iq7g. 14052100 4.599.175.852,00 15.458.927.079,90 97.500.000,00 1.395.413.278,00 1.096.449,750,00 233.626.606.480,90
JUMLAH 578.593.765.842 B0 715.270.194.173,90 1.316.756.876.869,98 2.123.818.602.638,18 74.440,244.340,48 31.568.535.750,00 4.940.448,219.614,54
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Lampiran XIV PERATURAN DAERAH
NOMGCR
TANGGAL @
KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
MUTASE
No Uraian Saldo Awal 2019 Saldo Akhlr 2020
BERTAMBAH BERKURANG
1 2 3 4 5 6=3+4-5
1,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 30.472.086.000,00 - - 30.472.086.000,00
2,00 | SKPXD [Pembengunan RS Rujuken Cibingbin - 1.096.449.750,00 1.096.449.750,00
30.472.086.000,00 - - 30.472.086.000,00
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LAMPIRAN XV © PERATURAN DAEHAH
NOMOR ¢
TANGOAL: .
KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2020
No Uralan Aset Lalnnya Sakdo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
= 2 - a 5 6= 3445
| Dengan Pihak Ketlga . 10.073.344.000,10 . 10.073.344.000,10
1 |skprn 10,073.344,000,10 - 10,073,344.000,10
W _|Aset Tak Berwujud 7,337.104.637 00 2.102.528.205,00 916.708,984,00 9.522.923.858,00
1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBLDAYAAN _;mﬂu....wm.uuu.m-u 1.328.980.000,00 912.953.529,00 4,047,391.251,00
2| DINAS KESEHATAN 1.0% 1,752 400,00 . - 1.091.752,400,00
3 [RUMAHR SAKIT UMUM DAERAH ‘45 50,637 500,00 . 750.637,500,00
A [DINAS PEKERIAAN UMUM DAN TATA RUANG 14:4556 8000 143.556,800,00
5 |DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN £480.000,00 . . 6.480,000,00
G |DINAS LINGKUNGAN HIDUP 133.238.000,00 : . 233.238.000,00
7 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 437.251.000.00 45.000.000,00 2 482.251.000,00
8 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 36,509.000,00 - 36.509,000,00
A |DINAS PERHUBUNGAN BL103.470,00 10.060.000,00 - 91.163.470,00
10| DINAS KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA 235.470.000,00 131.698.000,00 367.168.000,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
i PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN o 92:ARRNR
17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU 107.054.000,00 . 107.054,000,00
13 |DINAS PEMUDA DLAHRAGA DAN PARIWISATA . 54.186.000,00 - 54.186,000,00
14 |DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 39.820.000,00 21.924.000,00 - 61.744.000,00
15 |2 umnmznpz‘,ﬁz}g?zmcz;z. RENELTTAN 790.216.445,00 223.511,205,00 3.756.455,00 1.017.483.105,00
16 |BADAN PENGELOLAAN PENDAPAT DAERAH 465.905.000,00 - 465.905.000,00
17 |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.207.957.300.00 74.360.000,00 - 1.882.317,300,00
18 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 21552000000 - 215.520,000,00
19 [SEKRETARIAT DAERAH 6.500.000,00 136.,800.000,00 B 143.300.000,00
20 [SEKRETARIAT DPRD 20,000,000,00 - 20.000,000,00
21 |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 19.500.000,00 - 19.500.000,00
22 |KECAMATAN KRAMATMULYA 27.000000,00 - - 22.000.000,00
M [Aset lain-ain 51.441,311-163.06) 13.855.217.419,87 19.757.253.688,37 45,539.274.894,57
v |A P Aset Lainnya {39.928.629. 538,98] {11.305.276,952,41) (15.682.746.132,02) _mm_mmu.»ne,nmw md
Jumilah 19,549, 725,961 05 14.725.812.672,56 _in”..unm.ws.um 19.584.322.093,29

BUPATI KUNING Q

BADAN PENGELDLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH -

" PRJABAT PARAF | TANGGAL | *

KT L

o' | % %%

KADID

serETARS | q f 3

KEPALA BADAN |

ASISIEN

(RETARIS :
SacRAN A




LAMPIRAN XVI = PERATURAN DAERAH
NCGMOR ;
TAMGGAL :
KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Dasar Hukum Jumlah Dana
T P i bel
- ujuan Pembentukan Panibantilian Dana Cifarigan yaig saldo Awel Transfer dari Kas Transfer ke Kas saldo Akhir Sisa dana yang belum
Dana Cadangan Daerah Daerah dicadangkan
Cadangan Direncanakan
1 2 3 4 5 13 7 8 9
Mikil Hihil Nihil Mihil MNikil Mikil Nihil NThil Mihil
Jumlah & = 2 .
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Lampiran XVII PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :
KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor Uralan Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 2 3 a4 5 6
1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 89.655.539,00 1.049.767.803,06 89,655.539,00 1.049.767.803,06
2 Pendapatan Diterima Dimuka 6.236.195.570,92 2.024.823.067,42 4,503.790.580,26 3.757.228.058,08
3 Utang Belanja 814.924.032,00 762.053.627,00 814.924.032,00 762.053.627,00
4 Utang Jangka Pendek Lainnya 19.549.215.711,00 57.368.101.070,00 41.826.279.856,00 35.091.036.925,00
JUMLAH 26.689,990.852,92 61.204.745.567,48 47.234.650.007,26 40.660.086.413,14
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Lampiran XVIII PERATURAN DAERAH
NOMCOR :
TANGGAL : 5
KABUPATEN KUNINGAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhlr
1 2 3 4 5 a
|NIHIL NIHIL INIHIL NIHIL NIHIL
AADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET BUPATI _a.:.__zm.ﬂ.n~
DAERAH
AT PARAF | TANGGAL KET. |
TR Gy
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i \ LAMPIRAN XIX: PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGEGAL :
KASUPATEN KUNINGAN
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2020
Jumlah Reailsasi Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 Tumlah Akumulasl | Jumlah yang Dianggarkan
N& | Kode Kegiatan Judul Kegiatan Realisasi s.d Akhir Tahun dalam APBD Tahun
Realisasl Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 Realisasi Tahun 2020 2018 Berlkutnya

1 2 3 4 5 6 7 8

)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jumlah
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KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Lamplran XX

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

Ekultas

Pendapatan

Beban

Normor BUMD Aset Kewaliban
1 |PDBPR 215.670.015.872,00 | 186.892.647.941.00 78.777.367.931,00 35.126,075.473,00 33,177.572.093,00
2 PT.LKM. Kuningan 9.136.165.860,00 5.986.360.055,00 3.149.805.801,00 1.497 557.118,00 1.683.556.160,00
3 |PDAM Arya Kamuning 73.559,310.438,00 7.915.573.745,00 55.643,736.693,00 55.214.491,495,00 51,263,387.297,00
4 |PDAU Darma Putra Kertaraharja 5.538,133.750,00 92.139.515,00 5 445.994.235 00 3.444.994 592,00 3.277.881,944,00
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